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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Pajak bukan merupakan hubungan timbal balik langsung, tetapi ialah 

sumbangan atau pungutan wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang 

dipaksakan oleh undang-undang. Pajak digunakan oleh negara salah satunya untuk 

kepentingan pembangunan untuk kemakmuran rakyat. Kesimpulan yang dapat 

diambil berdasarkan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai 

pemenuhan kewajiban Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Padang: 

1. Prosedur perhitungan dan pemotongan untuk KPNKL Padang dilakukan 

sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, Peraturan Direktur 

Jenderal No. PER-16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 

101/PMK.010./2016. Pajak penghasilan diberikan dalam bentuk gaji, upah, 

honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan 

pekerjaaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.     

2. Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

dilakukan KPKNL Padang dimana penyetoran tidak hanya dilakukan oleh 

pegawai, tetapi juga dipungut oleh bendahara penerimaan di KPKNL 

padang. Sedangkan untuk pelaporan pajak penghasilan dilakukan sendiri 

oleh pegawai yang bersangkutan secara online. 
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5.2 Saran  

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang 

menjalankan aktifitas operasional dengan efektif dan efisien dengan menerapkan 

motto kinerja dari KPKNL Padang. Dalam mempertahankan hal tersebut diperlukan 

evaluasi berkelanjutan. Dalam hal ini penulis menyarankan: 

1. Peraturan perpajakan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan karena 

bersifat dinamis yaitu tergantung keadaan ekonomi, sosial dan politik. Oleh 

karena itu, pegawai-pegawai yang berkaitan dengan pajak khususnya Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 21 senantiasa memperbaharui pengetahuan dan 

keahlian perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

terbaru. 

2. Dalam hal penyetoran dan pelaporan diharapkan KPKNL Padang berupaya 

mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya agar tidak terjadi pelanggaran. 

 

 

  


